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BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR t7 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat

BUPATI NATUNA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-

Undang Nomor 24 Tah;ulr 2OO7 tentang Penanggulangan

Bencana, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun L945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun L999 tentang

Pembentukan Kabupaten PelBlavyan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 181,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34

Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,

Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
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Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan

Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor LO7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun ' 2AO7 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a723!.;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Al4 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a\

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2OO8 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran

Negara Republik IndonesiaiTahun 2008 Nomor 42,

Tambahan' Lembaran' Negara Republik Indonesia

Nomor a8281;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a8291;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia. Tahun 2OL6 Nomor Ll4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

3.

4.

5.

6.

7.

8.



r 11.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

9.

10.

12.

13.
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Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OLg Nomor L);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99

Tahun 20 18 tentang Pembinaan dan Pengendalian

Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 1539);

Peraturan Menteri Dalam Nomor 10 1 Tahun 2Al8

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar

Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah

KabupatenlKota (Berita Negara Republik Indonesia

tahun 2018 Nomor 15a1);

Peraturan Menteri Dalam Nomor 46 Tahun 2008

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan

Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah;

dan
I

BUPATI NATUNA

PERATURAN DAERAH TENTANO PEMBENTUKAN BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

2. Bupati adalah Bupati Natuna.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Natuna.

Menetapkan :



4.
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Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan Perurakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang

selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kabupaten

Natuna.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa

yang menganc€rm dan menganggu kehidupan dan

penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh

faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta

benda, dan dampak psikologis.

BAB II

PEMBENTUKAN, KED,UDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PENANGGULANGGAN BENCANA DAERAH
tr,, .-.

Bagidn Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk BPBD dengan

klasilikasi A.

(21 BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki

intensitas beban kerja tinggi.

5.

6.

7.
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Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

(1) BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati.

(21 BPBD dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-offrcia
-a ddabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Ttrgas dan Fungsi

Pasal 4

(1) BPBD mempunyai tugas:

a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap

usaha penanggulangan bencana yang mencakup

pencegahan bencana, penanganan darurat,

rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan

setara;

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan

penyelenggaraan penanggulangan bencana

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

c. menJrusun dan menetapkan prosedur tetap

penanganan bencana;

d. koordinasi kegiatan dibidang pencegahan,

pengendalian, penan$andtr pengungsi dan

penanggulangan bencana yang terjadi di Daerah

secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

e. menJrusun, menetapkan dan menginformasikan

peta rawan bencana;

f. mengendalikan pengumpulkan dan penyaluran

uang dan barang;

g. pengawasan dan monitoring terhadap masyarakat

di bidang pencegahan, pena.nganan pengungsi,

dan penanggulangan bencana yang terjadi di

Daerah dengan sigap dan tanggap;



-6-

h. melaporkan penyelenggaraan pena.nggulangan

bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam

kondisi normd dan setiap saat dalam kondisi

darurat bencana;

i. mempertangujawabkan penggunaan anggaran

yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah; dan

j. melaksa:rakan kewajiban lain sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan.

(21 BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan

penanggulangan bencana dan penanganan

pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat,

efektif dan efisien;

b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan

pena.nggulangan bencana secara terencana

terpadu dan menyeluruh.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi,

tugas dan fungsi serta tata kerja BPBD di atur dengan

Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal Q
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas

BPBD dibebankan pada:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

a,

b.

c.
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BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pejabat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

Urusan Pemerintahan di bidang Pemadam Kebakaran

yang membidangi Sub urusan Penanggulangan Bencana

yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini

tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilantiknya

pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 3

Januari 2022.

Agar setiap or€mg mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 16 Dttctl"t6er 2O7l

ATUNA, rlSEKRETARIS D KABUPATEN

KABUPATEN NATUNA TAHUN 202 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN

KEPULAUAN RIAU: W,47 / *A

[*hffiryu*r,",'t

NOMOR t7

NATUNA PROVINSI


